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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data yang dilakukan 

terhadap tradisi pembayaran iuran sebelum pernikahan kepada Karang 

Taruna di Desa Serami Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten 

Mukomuko, maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut: 

1. Latar Belakang Munculnya Tradisi Iuran Sebelum Nikah Tradisi ini 

lahir bukan semata-mata karena pertimbangan ekonomi, melainkan 

berakar dari nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di tengah 

masyarakat. Iuran tersebut dianggap sebagai bentuk kontribusi sosial 

dari calon mempelai kepada lingkungan tempat tinggalnya. Nilai-nilai 

seperti gotong royong, solidaritas sosial, penghormatan terhadap 

lembaga pemuda, serta tanggung jawab kolektif menjadi dasar utama 

praktik ini. 

2. Pelaksanaan Pembayaran Iuran Pra-Nikah Praktik pembayaran iuran 

dilakukan secara informal tetapi cukup terstruktur. Biasanya, calon 

mempelai membayar iuran beberapa hari sebelum akad nikah. 

Informasi mengenai kewajiban ini disampaikan melalui tokoh 

masyarakat atau pengurus RT, dan pembayaran dilakukan secara tunai 

kepada bendahara Karang Taruna. Meskipun tidak memakai sistem 

kwitansi resmi, pencatatan tetap dilakukan dalam buku kas internal 

organisasi. Pemerintah desa tidak turut campur secara formal, namun 

mendukung sebagai bagian dari kearifan lokal. 

3. Sanksi Bagi Calon Mempelai yang Menolak Membayar Apabila 

terdapat calon mempelai yang enggan membayar iuran tersebut, 

sanksi yang diberikan bukanlah sanksi hukum tertulis, melainkan 

sanksi sosial. Bentuknya meliputi teguran halus, pengucilan dari 

kegiatan sosial, atau penilaian negatif dari masyarakat. Meskipun 
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bersifat non-formal, sanksi ini efektif karena masyarakat menjunjung 

tinggi nilai kekeluargaan dan menjaga keharmonisan sosial. Rasa malu 

dan takut menjadi bahan pembicaraan masyarakat menjadi faktor 

penguat bagi pelaksanaan sanksi tersebut. 

4. Tinjauan ‘Urf terhadap Tradisi Iuran Pra-Nikah Dalam perspektif 

hukum Islam, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf ṣaḥiḥ, yaitu 

kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dan diterima secara 

umum oleh masyarakat. Tradisi tersebut sejalan dengan prinsip 

maqāṣid al-syari‘ah, terutama dalam aspek ḥifẓ al-niẓam (menjaga 

ketertiban sosial) dan maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum). Adat 

seperti ini juga mendapat dukungan dari kaidah fikih klasik seperti 

yang dinyatakan oleh Imam al-Qarafi, “al-‘adah muḥakkamah” (adat 

dapat dijadikan dasar hukum), serta pandangan Ibnu ‘AbidIn bahwa 

kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar penetapan hukum, selama 

tidak menyelisihi nash syar‘i. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Karang Taruna Hendaknya sistem iuran ini dikelola dengan lebih 

akuntabel dan transparan agar kepercayaan masyarakat semakin 

meningkat. Pencatatan yang lebih sistematis, misalnya dengan 

kwitansi atau laporan berkala kepada masyarakat, dapat memperkuat 

legitimasi organisasi. 

2. Bagi Pemerintah Desa Meskipun sifatnya adat dan tidak formal, 

pemerintah desa sebaiknya tetap melakukan pembinaan terhadap 

Karang Taruna agar tradisi ini berjalan dalam koridor hukum dan 

tidak menimbulkan kesalahpahaman sosial. Pembinaan ini penting 

untuk menjaga kesinambungan antara adat lokal dan nilai-nilai hukum 

positif. 
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3. Bagi Masyarakat Desa Serami Baru Perlu ada kesadaran bersama 

untuk terus melestarikan tradisi yang bernilai positif ini tanpa 

menjadikannya sebagai beban yang memberatkan calon pengantin. 

Musyawarah dan pendekatan kekeluargaan harus tetap menjadi 

prinsip utama dalam pelaksanaannya. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini masih bersifat lokal dan 

terbatas. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk 

memperluas cakupan wilayah kajian atau menggali lebih dalam aspek 

hukum positif serta dampak sosial dari penerapan tradisi iuran ini 

terhadap ketahanan sosial masyarakat. 
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